BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR4 & TAHUN 2011

: TENTANG |
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN.RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang . a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, agar pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekreariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rokan Hulu lebih berdaya guna dan berhasil guna
maka perlu menetapkan Uraian Tugas dan Tata Kerja
Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang
Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok - Pokok Kepegawaian Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang — Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999,
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah

~ diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 tahun 2008, tentang Perubahan ketiga atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
701, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor
4880);



3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi  dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
-v>gara  Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
T.mbahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
-

7. & uraturan Menteri Dalam Neg:.: Nomor 57 Tahun 2007
te:iiang Petunjuk Teknis Pena: .an Organisasi Perangkat
D‘; g ;,'.

8. Kr .an ienleri Dalam Nege: ~mor 131.14-268 Tahun

i1 tentang Pengesahan Pem! zntian dan Pengesahan
gangkatan Bupati Rokan Hul:: opinsi Riau; :

craturan Daerah Kabupaten R: -.an Hi:iu Nomor 20 Tahun
‘07 tentang Urusan Pemerii. ahan Daerah Kabupaten
“kan Hulu; ‘

1 sraturan Daerah Nomor 4 Taioin 20 tentang Organisasi
rangkat Daerah Kabupaten F. -an Hu.u.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan .: -TURAN BUPATI TENTAN? 2AIAN TU AS DAN TATA
: ‘A JABATAN STRUKTURA: PADA SEKRETARIAT
L~ AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB |
. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu:



(4)

(1)

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Huluy; ' _
Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan; :

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten
Rokan Hulu; ‘

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang disingkat dengan
SETWAN;

. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
a. Sekretaris DPRD;

b. Bagian'Umum;

c. Bagian Persidangan dan Produk Hukum; dan
d. Bagian Keuangan.

Bagian Umum terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan;
b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;dan

¢. Sub Bagian Protokoler dan Keamanan.

Bag‘an Persidangan dan Produk Hukum terdiri dari :

a. Sub Bagian Persidangan;

b. Sub Bagian Risalah;dan

c. Sub Bagian Perundang-Undangan dan Pengkajian Produk Hukum.

Bagian Keuangan terdiri dari :
a. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan; dan
b. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.

BAB Ill
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Sekretaris

Pasal 3

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuputen Rokan Hulu dipimpin
oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, meliputi administrasi Keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan Menyediakan serta
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan
Kemampuan Keuangan Dearah.



(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekretaris mempunyai uraian tugas :

a.
b.

2.

(1)

()

c.
d.

Menerima petunjuk Pimpinan DPRD;

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Pimpinan DPRD di bidang
kesekretariatan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku;
Mendistribusikan tugas-tugas kepada Bawahan;

Menyelenggarakan segala urusan dan kegiatan yang menyelenggarakan
Rapat Paripurna, Rapat Komisi, Rapat Panitia Anggaran dan Rapat Panitia
Khusus;

Melaksanakan koordinasi terhadap semua kegiatan Rapat DPRD dengan
semua unsur terkait dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan DPRD
maupun pihak-pihak Eksekutif;

Mensistematiskan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan yang
diputuskan Pimpinan DPRD dalam bentuk naskah;

Menyiapkan rencana, mengelolah dan menelaah semua rumusan kebijakan
yang telah diputuskan oleh Pimpinan DPRD;

Menyelenggarakan Koordinasi dengan Sekretariat Daerah dan Unit-Unit kerja
lain yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Rokan Hulu;

Mengadakan pembinaan Kepegawaian di lingkungan kerjanya;

Menyiapkan penyusunan laporan berkala dan laporan lima tahunan
menjelang berakhirnya masa Bhakti DPRD tentang kegiatan serta produk-
produk DPRD;

Menyelenggarakan pengolahan Administrasi Keuangan DPRD dan
Sekretariat DPRD;

Menyelengarakan pengurusan Rumah Tangga, Ketatausahaan, Peralatan
dan Perlengkapan;

Melaksanakan Dokumentasi dan Publikasi, serta mengiventarisasi permasalahan
yang berhubungan dengan pemberitaan dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

Memberikan penilaian / penandatanganan DP-3 yang menjadi tanggung
jawabnya; dan

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua
Bagian Umum

Pasal 4

Bagian umum dipimpin oleh kepala yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan tugas bidang kepegawaian, tata usaha, perencanaan,
periengkapan, kehumasan, protokol dan acara.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bagian Umum mempunyai uraian tugas :

a.

b.

Melaksanakan tugas di bidang Pelayanan Umum sesuai ketentuan yang
berlaku;

Melakukan urusan surat menyurat yang diperlukan oleh DPRD serta
ketatausahaan lainnya; :
Menyelenggarakan keamanan, kebersihan, dan ketertiban lingkungan
Kantor DPRD;

Menyelenggarakan Inventaris, Kenderaan Dinas, Gedung Kantor, Peralatan
dan Perlengkapan lainnya;

Menyediakan Pool Kenderaan Dinas beserta peralatannya;

Mengawasi pemakaian kendaraan Dinas, Peralatan, dan penggunaan BBM
agar sesuai dengan ketentuan;

Menyiapkan rencana perjalanan Dinas bagi pimpinan maupun Anggota
DPRD;



h. -Melaksanakan dan menyiapkan penerimaan Tamu-Tamu Pimpinan DPRD;

i.  Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah Data/informasi yang
berhubungan dengan bidang Protokol dan Perjalanan;

j.  Menyiapkan upacara dan mengatur keprotokolannya serta melakukan kerja
sama dengan  Instasi lain di bidang Keprotokolan;

k. Mengatur Akomodasi, Pengamanan dan Acara perjalanan tamu-tamu;

I Menyelenggarakan tertib Administrasi dan Membuat/Menghimpun Laporan
tahunan maupun berkala;

m. Mengatur persiapan Peralatan/Perlengkapan dan fasilitas pertemuan /
Resepsi / upacara dan kenderaan Tamu DPRD;

n. Menginvetarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
pemberitaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

o. Menyiapkan pemberitaan kegiatan Pimpinan, Anggota Dewan melalui Media
massa;

p. Memberikan penilaian / penandatanganan DP-3 yang menjadi tanggung
jawabnya; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Dewan.

Paragraf Kesatu
Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan

Pasal 5

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dibidang Tata usaha dan
Perlengkapan.

(2) Dalam Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas :

a. Menyelenggaraan penyusunan, pengetikan/perbanyakan dan penataan
proses pengiriman surat menyurat yang diperintahkan langsung Sekretaris
DPRD;

b. Mengarahkan, menata penyediaan dan pendistribusian surat yang diturunkan
dari pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD;

c. Menyelenggarakan kegiatan penataan kearsipan yang berada di Sekretariat
DPROD;

d. Melaksanakan penyusunan program kebutuhan, pengelolaan, administrasi
perbekalan, perlengkapan material dan melakukan pencatatan setiap barang
serta pendistribusiannya;

e. Melakukan urusan rumah tangga yang meliputi pelayanan angkutan,
perawatan kendaraan dinas, akomodasi dan ruangan, rumah jabatan serta
memelihara kebersihan kantor dan pekarangan;

f. Memberikan penilaian / penandatanganan DP-3 yang menjadi tanggung
jawabnya; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

Paragraf Kedua
Sub Bagian Protokol dan Keamanan

Pasal 6

(1) Sub Bagian Protokol dan Keamanan dipimpin oleh Kepala yang mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan protokol dan keamanan.

(2) Dalam Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Sub Bagian Protokol dan Keamanan mempunyai uraian tugas :



a. Melakukan persiapan terhadap semua kegiatan keprotokolan dan mengatur
pelaksanaan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh DPRD:

b. Mempersiapkan dan mengatur penerimaan tamu-tamu DPRD yang berhak
menerima pelayanan keprotokolan;

c. Mempersiapkan acara penyelenggaraan upacara-upacara pelantikan, rapat-
rapat dan pertemuan dinas lainnya dan penyelenggaraan penerima tamu —
tamu daerah, tamu-tamu Negara dan tamu perwakilan Negara-negara
sahabat yang berlangsung di gedung DPRD;

d. Memberikan layanan keprotokolan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD
serta memberikan informasi tentang kegiatan kedinasan yang akan diikuti
oleh pimpinan dan anggota DPRD;

e. Mengatur dan memfasilitasi setiap kegiatan, rapat, dan pertemuan dengan
instansi/unit kerja terkait;

f.  Memberikan penilaian / penandatanganan DP-3 yang menjadi tanggung
jawabnya; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

Paragraf Ketiga
Sub Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 7

(1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dibidang Hubungan Masyarakat :

(2) Dalam Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai uraian tugas :

a. Mempelajari pedoman dan petunjuk dibidang penelitian, pengolahan data
dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas DPRD;

b. Mendokumentasikan kegiatan pimpinan dan anggotaa DPRD dalam bentuk
kliping dan cetak;

c. Menghimpun dan mendokumentasikan data dan informasi yang berkaitan
dengan kegiatan DPRD,;

d. Menerbitkan, menyimpan, dan memelihara dokumentasi, mendistribusikan
dan melakukan rekaman suara, fotografi, visualisasi terhadap kegiatan
DPRD;

e. Melakukan pembinaan perpustakaan;

f. Memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat, konfrensi pers serta publikasi pada media massa:

g. Menghimpun dan memdokumentasikan naskah pidato pimpinan dan anggota
DPRD;

h. Melakukan persiapan bahan-bahan dalam rangka peliputan acara/kegiatan
pimpinan dan anggota DPRD;

i. Melakukan dan menganalisa informasi untuk kebijakan pimpinan dan
anggota DPRD serta menyajikan data untuk dipublikasikan kepada media
massa,

j. Memberikan penilaian / penandatanganan DP-3 yang menjadi tanggung

* jawabnya; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.




Bagian Ketiga
Bagian Persidangan dan Produk Hukum

Pasal 8

(1) Bagian Persidangan dan Produk Hukum dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan persidangan dan Produk
Hukum.

(2)

Dalam Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum mempunyai uraian tugas :

a.

b.
C.

o

hrmtiaties ol (o Jba )

Menyiapkan serta menyelenggarakan rapat-rapat dan persidangan yang
dilaksanakan DPRD;

Mengumpulkan bahan-bahan dan data yang diperlukan;

Menyusun rencana program dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk
kelancaran pelaksanaan rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat;

Mempersiapkan pengaturan acara, undangan, absensi dan pidato dalam
rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;

Mempersiapkan risalah sementara dan risalah resmi rapat paripurna DPRD;
Membuat kesimpulan dan catatan rapat-rapat;

Mempersiapkan rancangan agenda / jadwal kegiatan DPRD;

Memfasilitasi kegiatan fraksi-fraksi, komisi-komisi panitia-panitia DPRD;
Melakukan koordinasi dalam memnerima saran aspirasi langsung dari
masyarakat; -

membuat laporan resmi sesuai dengan agenda DPRD,;

Menghimpun, mempelajari, mengolah data dan informasi yang berkaitan
dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis serta bahan-
bahan lainnya;

Mendokumentasikan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD, data dan
informasi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan
petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;

Mengkoordinasikan kegiatan dan mempersiapkan bahan dalam Perumusan
Peraturan Daerah;

Melakukan telaahan dan evaluasi terhadap pembuatan dan pelaksanaan
Peraturan Daerah;

Menghimpun  dan  mempelajari  peraturan perundang-undangan
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan;
Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi
yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan;

Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk
teknis di bidang peraturan perundang-undangan;

Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang
peraturan perundang-undangan dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

Menyiapkan Rancangan Produk Hukum Peraturan Daerah, Keputusan
DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, serta kebijakan lain yang berkenanaan
dengan persetujuan DPRD;

Menyusun dan menghimpun semua produk hukum yang yang telah
dihasilkan oleh DPRD;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hukum
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan;
Mempersiapkan, mengoreksi kebenaran draf produk hukum yang akan
dikeluarkan oleh DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku/legal drafting;



X.

Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah;

Memberikan penilaian / penandatanganan DP-3 yang menjadi tanggung
jawabnya; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kesatu
Sub Bagian Persidangan

Pasal 9

(1) Sub Bagian Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan persidangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Sub Bagian Persidangan mempunyai uraian tugas :
a.

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebikjaksanaan, pedoman serta petunjuk teknis yang berhubungan agenda,
proses,prosedur dan mekanisme rapat;

Mempersiapkan bahan-bahan yang akan dipergunakan guna menyukseskan
agenda dan kegiatan persidangan;

Membuat kesimpulan dan catatan terhadap jalannya rapat dan persidangan;
Mengatur dan mempersiapkan acara, undangan, absensi, dan pidato dalam
pelaksanaan rapat dan persidangan;

Memfasilitasi pelaksanaan peninjauan/kunjungan kerja/studi banding, serta
kegiatan yang dilaksanakan fraksi-fraksi, komisi-komisi, dan panitia-panitia
DPRD;

Melakukan koordinasikan dengan unit kerja lain sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka menyukseskan agenda rapat dan persidangan;
Memberikan penilaian / penandatanganan DP-3 yang menjadi tanggung
jawabnya; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan
dan Risalah.

Paragraf Kedua
Sub Bagian Risalah

Pasal 10

(1) Sub Bagian Risalah dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan Risalah :

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok éebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Sub Bagian Risalah mempunyai uraian tugas :
a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan

kebijaksanaan, pedoman serta petunjuk teknis yang berhubungan dengan
penyusunan risalah rapat dan persidangan DPRD,; '
Melakukan persiapan terhadap risalah pembukaan dan penutupan rapat dan
persidangan DPRD;

Melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis terhadap jalannya
rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPRD baik berupa usulan, kritik, saran,
pendapat, maupun pertimbangan selama rapat berlangsung;

Mempersiapkan rancangan agenda/jadwal kegiatan DPRD;

Menghimpun dan mengarsipkan secara teratur semua risalah rapat DPRD;
Secara berkala membuat laporan resmi tentang pelaksanaan agenda
kegiatan DPRD;



(1)

(2)

(1)

(2)

g. Memberikan penilaian / penandatanganan DP-3 yang menjadi tanggung
jawabnya; dan '

h.  Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan
Risalah.

Paragraf Ketiga
Sub Bagian Perundang-Undangan dan Pengkajian Produk Hukum -

Pasal 11

Sub Bagian Perundang-Undangan dan Pengkajian Produk Hukum dipimpin oleh
seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
persidangan dan pengkajian Produk Hukum.

Dalam Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepaia Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian Produk Hukum

mempunyai uraian tugas :

a. Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi Atasan:

b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada Bawahan:

c. Membuat program kerja Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan dan
Pengkajian Produk Hukum;

d. Membuat konsep rancangan Peraturan Daerah hak usuk inisiatif DPRD;

e. Menghimpun Keputusan DPRD dalam rangka pengkondifikasikan Peraturan
-di DPRD;

f. Mengeksaminasi Keputusan DPRD: :
Menyelenggarakan tertib administrasi / menghimpun laporan tahunan
maupun laporan berkala Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan dan
‘Pengkajian Produk Hukum;

h.  Menghimpun petunjuk-petunjuk Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan
Pemerintah atau ketentuan lain yang berhubungan dengan bidang tugas;

i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Perundang-
undangan dan Pengkajian Produk Hukum;

j. Memberikan penelitian DP-3 Staf Sub Bagian Perundang-undangan dan
Pengkajian Produk Hukum; dan

k. Melaksanakan tugas lain atas perintah Atasan.

Bagian Keembat
Bagian Keuangan

Pasal 12

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan keuangan.

Dalam Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

a. Mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan untuk
anggaran Sekretariat DPRD;

b. Mengolah Administrasi Keuangan serta melakukan pemeriksaan keuangan
serta melakukan pemeriksaan keuangan dan pembinaan perbandaharaan;

¢. Mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan
Administasi Keuangan; _

d. Melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan

Administrasi gaji pimpinan dan anggota DPRD;

Mengurus keuangan untuk keperluan pimpinan dan anggota DPRD; _

Memberikan penilaian / penandatanganan DP-3 yang menjadi tanggung

jawabnya; dan

S o



g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kesatu
Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan

Pasal 13

(1) Sub Bagian Anggaran dan Pembendaharaan dipimpin oleh kepala yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan anggaran dan pembendaharaa.

(2) Dalam Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai uraian tugas :

a. Menerima petunjuk sesuai disposisi atasan;

b. Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan Administrasi Keuangan;

c. Melakukan pengawasan dan penyampaian surat —surat berharga dan
dokumen lain yang bernilai uang;

d. Mengadakan penyusunan Anggaran keuangan Sekretariat DPRD;

e. Melaporkan keadaan keuangan setiap bulannya kepada Sekretariat DPRD
baik diminta maupun tidak diminta;

f. Melaksanakan tata usaha keuangan Sekretariat DPRD;

g. Melaksanakan tata tertib administrasi keuangan Sekretariat DPRD;

h. Melaksanakan pembukuan SPJ dilingkungan Sekretariat DPRD;

i. Melaksanakan penilain DP - 3 para bawahan yang menjadi tanggung
jawabnya;

j- Menilai hasil kerja para bawahan sebagai bahan pembuatan DP -3;

k. Melaksanakan tugas — tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

l.  Menerima petunjuk atasan dalam pelaksanaan tugas — tugas keuangan

DPRD;

m. Membuat laporan SPJ keuangan yang telah dibayarkan kepada Anggota
Dewan;

n. Membukukan kedalam Buku Kas pengeluaran dan pemasukan dalam setiap
bulannya;

0. Menutup Buku Kas tiap — tiap akhir bulan;
p. Mengadakan perhitungan Anggaran tiap — tiap triwulan untuk mengetahui
keadaan Kas DPRD;
g. Menyusun Anggaran Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten
Rokan Hulu setiap Tahun Anggaran;
r.  Melaporkan neraca penerimaan dan pengeluaran keuangan DPRD kepada
Sekwan setiap bulannya;
Melaksanakan tata usaha keuangan Dewan;
 Melaksanakan tata tertib Administrasi keuangan Dewan;
Melaksanakan pembukuan SPJ dilingkungan Dewan;
Melaksanakan penilaian DP-3 para bawahan yang menjadi tanggung
jawabnya;
w. Menilai hasil kerja para bawahan sebagai bahan pembuatan DP -3; dan
X. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan.

<cr-o

Paragraf Kedua
Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan

Pasal 14

(1) Sub Bagian Verifikasi dan Pebukuan dipimpin oleh kepala yang mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan Verifikasi dan Pembukuan.
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai uraian tugas :

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubunggan dengan pembukuan dan pertanggungjawaban
keuangan DPRD;

b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi
yang berhubungan dengan bidang pembukuan dan pertanggungjawaban
keuangan DPRD;

c. Melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis terhadap
penggunaan anggaran DPRD;

d. Mempersiapkan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) terhadap anggaran
yang digunakan dan menindaklanjuti LHP yang dilakukan oleh instansi/unit
kerja terkait;

e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain sesuai dengan bidang tugasnya
dalam rangka penyusunan APBD:

f. Memberikan penilaian / penandatanganan DP-3 yang menjadi tanggung
jawabnya; dan

g. Melaksankan tugas lain diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 15

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 16

Setiap pirmnpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing
maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan
apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan harus mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab mengkoordinasikan
bawahan dalam lingkungan unit kerja masing-masing.

(2) Pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
memberikan bimbingan dan petunjuk untuk pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Bimbingan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan secara berkala dan tepat
waktu.

(4) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kepada
pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

11



) pERD

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 28 November 2011

BUPATI ROKAN HULU,

A

H ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 29 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

Ir. DAMRI
Pembina Utama Muda
Nip. 19580413 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR: 48
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